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Pelayanan publik merupakan indikator utama dalam menilai kualitas
tata kelola pemerintahan. Praktik di tingkat kecamatan masih
menghadapi  permasalahan, seperti rendahnya responsivitas,
ketidakpastian waktu layanan, dan belum terpenuhinya kebutuhan
masyarakat. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan
kinerja pelayanan yang tinggi, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan
pengalaman masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas
pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pati dari perspektif
pengalaman masyarakat melalui pendekatan fenomenologis dengan
kerangka SERVQUAL. Penelitian menggunakan metode kualitatif
dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan adanya kesenjangan teori kualitas pelayanan
dengan realita yang terjadi di lapangan. Teori kualitas pelayanan
SERVQUAL menjadikan responsiveness dan reliability sebagai
dimensi utama, namun dalam pengalaman langsung masyarakat (lived
experience), keduanya tidak dimaknai secara dominan. Kepuasan
masyarakat lebih menekankan rasa aman (assurance) dan kepedulian
petugas (emphaty), sedangkan reliability dan responsiveness
cenderung diabaikan. Keterbatasan sarana dan prasarana (tangibles)
menyebabkan pelayanan belum efektif, ditandai dengan tidak adanya
sistem antrean dan layanan yang belum selesai dalam satu kali
kedatangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa makna kualitas
pelayanan publik bagi masyarakat lebih mementingkan hasil akhir dan
dibandingkan proses pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan perlu
diarahkan tidak hanya pada aspek prosedural, tetapi juga pada
pemenuhan kebutuhan dan pengalaman masyarakat secara
menyeluruh.

ABSTRACT
Public service is a key indicator of the quality of government
governance. Practices at the subdistrict level still face challenges, such
as low responsiveness, unpredictable service times, and unmet
community needs. The results of the Community Satisfaction Survey
(SKM) indicate high service performance, but do not fully reflect the
community’s experience. This study aims to analyze the quality of
public services at the Pati Subdistrict Office from the perspective of the
community’s experience using a phenomenological approach within
the SERVQUAL framework. The study employs qualitative methods,
including observation, interviews, and documentation. The results
reveal a gap between the theoretical framework of service quality and
the reality observed in the field. The SERVQUAL service quality
theory identifies responsiveness and reliability as key dimensions;
however, in the public’s lived experience, these two are not perceived
as dominant. Public satisfaction places greater emphasis on a sense of
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security (assurance) and staff empathy, while reliability and
responsiveness tend to be overlooked. Limitations in facilities and
infrastructure (tangibles) result in ineffective service, characterized by
the absence of a queueing system and services that are not completed
in a single visit. This study indicates that the public’s perception of
public service quality prioritizes the final outcome over the service
process. Efforts to improve service quality should focus not only on
procedural aspects but also on comprehensively addressing the
public’s needs and experiences.
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan wujud konkret
kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak
dasar warga negara dan menjadi indikator
penting kualitas tata kelola pemerintahan
(Dytihana et al., 2025). Perspektif administrasi
publik menyatakan bahwa kualitas pelayanan
publik tidak hanya mencerminkan efektivitas
kinerja birokrasi, tetapi juga menjadi faktor
penting dalam membangun kepercayaan warga
terhadap pemerintahan dan institusi publik,
dimana pelayanan yang lebih responsif serta
berkualitas mampu memperkuat legitimasi dan
dukungan publik (Alfionita & Gunawan, 2020).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik menegaskan setiap
warga negara berhak memperoleh pelayanan
yang berkualitas, transparan, cepat, dan tidak
diskriminatis, sehingga pelayanan publik harus
diselenggarakan dengan berorientasi pada
kepentingan dan  kepuasan  masyarakat.
Berbagai penelitian (Adi et al., 2025; Fahroji et
al., 2018; llyasi, 2022; Nurani et al., 2025)
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik
di Indonesia masih menghadapi sejumlah
permasalahaan, terutama pada pemerintah
tingkat kecamatan yang berinteraksi langsung
dengan warga, seperti rendahnya responsivitas
aparatur, ketidakpastian waktu pelayanan, serta
lemahnya orientasi pada kebutuhan warga
sebagai pengguna layanan. Kecamatan sebagai
unit pemerintahan terdekat dengan warga
memiliki peran strategis dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, terutamaaa
pelayanan  administratif =~ dasar,  seperti
administrasi kependudukan, surat-surat, dan
fasilitasi program pemerintah (Ranomeeto &
Konawe, 2021). Keberhasilan pelayanan di
tingkat  kecamatan sangat  menentukan
keseluruhan kepuasan mayarakat dan citra
pemerintah daerah (Novliza Eka Patrisia, 2021).
Penelitian (Lisa & Ratna, 2024) menunjukkan
bahwa profesionalisme aparatur, kejelasan

prosedur, serta sikap dan empati petugas
merupakan faktor utama yang mempengaruhi
persepsi warga terhadap kualitas pelayanan
publik di kantor kecamatan. Kantor Kecamatan
Pati merupakan salah satu instansi pelayanan
publik yang berlokasi di wilayah ibu kota
Kabupaten Pati dengan jumlah penduduk
kecamatan terbesar menurut Badan Pusat
Statistik (BPS, 2024). Tingginya intensitas
interaksi antara aparatur dan warga merupakan
fundamental kualitas pelayanan di kantor
kecamatan yang merupakan pendorong utama
peningkatan kualitas pelayanan yang empatik
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
(Aini, 2024).

Pengamatan awal yang dilakukan penulis,
dari aduan masyarakat, masih ditemukan
keluhan terkait dengan lambannya pelayanan,
kurangnya responsivitas petugas, serta tata
ruang layanan yang kurang informatif. Kondisi
ini diperkuat oleh Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) Kantor Kecamatan Pati yang
menunjukkan penurunan indeks kepuasan dari
98,02 pada tahun 2023 menjadi 96,25 pada
tahun 2024. Penurunan tersebut
mengindikasikan adanya pergeseran persepsi
masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang
diterima. Selaras dengan penelitian (Ariyani et
al., 2023) penurunan indeks kepuasan tersebut
merepresentasikan melemahnya kepercayaan
publik serta efektivitas interaksi antara aparatur
kecamatan dan warga dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Fenomena ini menjadi
urgensi bagi pemerintah kecamatan untuk
melakukan evaluasi mendalam, tidak hanya
pada aspek prosedural, namun juga pada
pengalaman nyata dan pemaknaan warga secara
subjektif (fenomenologi) terhadap layanan yang
didapat. Sejumlah penelitian (Forasidah, 2022;
Lintang & Suherman, 2023; Nurhayati &
Fahyul, 2025; Yani, 2024) tentang kualitas
pelayanan publik di tingkat kecamatan
cenderung menggunakan pendekatan deskriptif
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dan menitikberatkan pada aspek prosedural,
kepatuhan terhadap standar operasional, atau
Kinerja organisasi.

Pendekatan tersebut penting, namun belum
sepenuhnya mampu menangkap pengalaman
subjektif warga sebagai pengguna layanan.
Kualitas pelayanan juga harus dibentuk oleh
makna yang dikontruksi warga melalui interaksi
langsung dengan aparatur pelayanan, termasuk
sikap petugas, kenyamanan lingkungan
layanan, serta kualitas komunikasi interpersonal
(Hardiansyah, 2018; Sinambela, 2018).
Dimensi subjektif tersebut dapat dipahami
melalui  pendekatan fenomenologis yang
dipandang relevan, karena menekankan
kompleksitas terhadap pengalaman subjektif,
kesadaran, dan pemaknaan individu terhadap
fenomena yang dialami, dan tidak terjangkau
oleh pendekatan deskriptif biasa (Aini, 2024;
Kahija, 2018).

Fenomenologi  sosial ~ Alfred  Schutz
menekankan pentingnya memahami realitas
sosial berdasarkan pengalaman hidup (Schutz,
1967). Pendekatan Alfred Schutz digunakan
untuk memahami kualitas pelayanan dari
pengalaman nyata warga selama proses
pelayanan, bukan hanya dari indikator
administratif (Noviani, 2025). Penelitian ini
menggunakan dimensi SERVQUAL sebagai
kerangka tematik analisis untuk membantu
mengorganisasi pengalaman subjektif warga ke
dalam aspek-aspek kualitas pelayanan, meliputi
tangibles, reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy (A. Parasuraman,
Valarie A. Zeithaml, 1988). Penggunaan
SERVQUAL dalam penelitian ini tidak
dimaksudkan sebagai alat ukur Kkuantitatif,
melainkan sebagai peta konseptual untuk
memahami dimensi-dimensi pelayanan yang
dianggap bermakna oleh warga (Gillian S.
Naylor, 2024). Pendekatan ini diharapkan
mampu menjembatani analisis fenomenologis
dengan kerangka kualitas pelayanan yang telah
mapan secara teoritis (Chatterjee et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan
Pati dari perspektif pengalaman dan pemaknaan
warga sebagai pengguna layanan dengan
pendekatan fenomenologis dan kerangka
tematik SERVQUAL, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi empiris dan
konseptual bagi pengembangan studi pelayanan
publik, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi
peningkatan kualitas pelayanan di tingkat
kecamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif (Moleong, 2019) dengan desain
fenomenologis untuk memahami  makna
pengalaman subjektif warga terhadap kualitas
pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pati.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian
berfokus pada bagaimana warga memaknai
interaksi dan pengalaman mereka selama
menerima  pelayanan publik, baik yang
dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu
(because motive) maupun oleh tujuan dan
harapa yang ingin dicapai melalui pelayanan
tersebut (in-ordet-to-motive).

Penelitian  dilaksanakan  di  Kantor
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang dipilih
karena posisinya sebagai pusat pemerintahan
kabupaten dengan intensitas pelayanan publik
yang tinggi (BPS, 2024). Subjek penelitian
adalah warga Kabupaten Pati yang pernah
menerima pelayanan di kantor kecamatan,
dipilih berdasarkan pengalaman langsung
mereka terhadap fenomena yang diteliti.
Informan berjumlah 5 orang masyarakat dari
usia beragam dan latar belakang yang
bervariatif dengan kriteria pernah mengakses
layanan di kantor kecamatan. Penentuan jumlah
informan didasarkan pada prinsip kejenuhan
data (data saturation), dimana informasi telah
berulang tanpa temuan baru. Data dikumpulkan
melalui wawancara mendalam, observasi
partisipan, dan studi dokumentasi yang meliputi
standar operasional prosedur pelayanan,
laporan kepuasan masyarakat, serta dokumen
pendukung lainnya. Analisis data dilakukan
secara tematik melalui tahapan transkripsi,
pengelompokan kategori, dan penarikan tema-
tema esensial mengungkap struktur makna serta
esensi pengalaman warga dalam memaknai
kualitas pelayanan publik. Keabsahan data
dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan
membandingkan temuan hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi guna meningkatkan
kredibilitas serta konsistensi penelitian dalam
memaknai kualitas pelayanan publik (Moleong,
2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan Camat Pati Nomor
554.2/18/2021 tentang Penetapan Standar
Pelayanan, Kantor Kecamatan Pati Kabupaten
Pati telah memiliki kerangka kerja yang sangat
terstruktur. Jenis pelayanan yang ada telah
dipetakan secara detail, yaitu 1) pelayanan
legalisasi keterangan waris, 2) legalitas
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persyaratan pengurusan pensiun, 3) pelayanan
keterangan  pindah  nikah/dispensasi, 4)
pelayanan  rekomendasi  penelitian, 5)
permohonan bantuan/renovasi tempat ibadah
dan pendidikan keagamaan, 6) penerbitan
legalitas dokumen, 7) penerbitan surat
pernyataan dan keterangan, 8) surat pindah
penduduk, 9) surat keterangan miskin, dan 10)
penerbitan e-KTP.

Standar Pelayanan ini dirancang untuk
mewujudkan visi kecamatan menjadi instansi
yang mampu memenuhi standar pelayanan
publik yang prima melalui  prinsip
kesederhanaan, kepastian waktu, dan akurasi
(Lintang & Suherman, 2023). Data Survei
Kepuasan  Masyarakat (SKM)  Kantor
Kecamatan Pati menunjukan hasil tinggi.
Didasari oleh sembilan unsur pelayanan, yaitu:
1) persyaratan pelayanan, 2) prosedur
pelayanan, 3) waktu pelayanan, 4) biaya tarif, 5)
produk spesifikasi jenis layanan, 6) kompetensi
pelayanan, 7) perilaku pelaksana, 8) kualitas
sarana dan prasarana mendapat nilai indeks
yang telah dikonversi sebesar 97, diartikan
kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan sudah
sangat baik. Tingginya skor ini tidak selalu
sejalan  dengan  pengalaman  langsung
masyarakat, sehingga instrument kuantitatif
seperti SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
cenderung tidak mampu menangkap dimensi
subjektif dan makna pengalaman (lived
experience)  dalam  pelayanan  publik
(Moustakas, 1994).

Tabel 1. Unsur Penilaian SKM

No ' Unsur Pelayanan NRR Per Unsur NRR tertimbang
Per unsur

1 2 3 4

1. | Persayaratan Pelayanan 392 0.44

2. | Prosedur Pelayanan 8 043

3. | Waktu Pelayanan 3.85 043

4. | Blaya/Tarif 39 0.44

5. | Produk Spesifikasi Jenis layanan 38 043

6. | Kompetensi Pelayanan 385 043

7, | Perilaku Pelaksana 3.90 043

8. | Kualitas Sarana dan Prasarana 388 043

9. | Penanganan Pengaduan 3.90 042
Nilai Indeks (NI) 388
Nilai SKM setelah dikonversi 97
(NI x 25)

Kondisi di lapangan menunjukkan pengguna
layanan masih merasa tidak puas terhadap
unsur-unsur pelayanan yang ada.
Ketidakpuasan ini tidak hanya berkaitan dengan
aspek administratif, tetapi juga pengalaman
subjektif ~ masyarakat  terhadap  proses

pelayanan. Masyarakat menilai bahwa proses
pelayanan sering mengalami penundaan akibat
pola kerja yang belum terintegrasi secara
optimal (Al-farizi, 2023; Yudi Anugerah & Sri
Parwanti, 2024). Kondisi ini terlihat dari
layanan yang seharusnya dapat diselesaikan
dalam satu hari justru tertunda, sehingga
mengindikasikan ketidaksesuaian atau
diskrepansi prinsip efektivitas dan efisiensi
dalam pelayanan publik (Sari & Arifin, 2025).
Fenomena ini menciptakan jarak antara harapan
warga dengan motto instansi 'PASTI'
(Profesional, Aman, Senyum, Tanpa Imbalan).
Pelayanan  berkualitas yang diharapkan
masyarakat adalah proses yang cepat, tepat dan
tuntas dalam satu kali kedatangan, sesuai
dengan hak mereka atas pelayanan yang efisien
dan adil (Sari & Arifin, 2025).

Masyarakat pengguna layanan di Kantor
Kecamatan Pati memaknai kualitas pelayanan
berdasarkan tiga dimensi SERVQUAL, yaitu
tangibles, assurance, dan emphaty.
Kekecewaan muncul pada dimensi sarana
prasarana (tangibles), sedangkan jaminan rasa
nyama (assurance) dan kepedulian petugas
(emphaty) memberikan pengalaman langsung
yang  mendalam. Dimensi  keandalan
(reliability) dan ketanggapan (responsiveness)
cenderung diabaikan oleh pengguna layanan.

Ketidaksesuaian antara prosedur tertulis
dengan praktik di lapangan dipicu oleh
keterbatasan sarana prasarana (tangibles) yang
berasal dari kebijakan dan keterbatasan instansi
(Rabaali, 2024). Petugas pelayanan
mengungkapkan bahwa keterbatasan tersebut
terlihat saat jumlah pengguna layanan
meningkat drastis. Ruang tunggu menjadi
penuh karena tidak adanya sistem nomor
antrean otomatis dan alat pendukung yang
memadai untuk mengefektifkan pelayanan saat
ramai.

Ketiadaan alat pendukung mengurangi
kenyamanan dan ketertiban yang seharusnya
dijamin dalam standar pelayanan (Cahyarani &
Pertiwi, 2026). Masyarakat memaknai sarana
prasarana (tangibles) yang terbatas sebagai
hambatan fisik (lzda et al., 2022; Rabaali,
2024). Ketiadaan pengeras suara atau sistem
antrean digital dianggap sebagai kondisi yang
kurang menyenangkan. Petugas harus mengatur
pengguna layanan secara manual sehingga
menimbulkan protes dari masyarakat merasa
hak atas pelayanan yang adil dan tepat waktu
terabaikan. Menunggu layanan tanpa kejelasan
nomor antrean membuat pelayanan terlihat
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masih konvensional dan manual, sehingga tidak
sejalan dengan upaya digitalisasi menuju
transformasi e-goverment (B & Anirwan, 2023;
Dema & Jabbar, 2026; Nurrahman et al., 2021,
Riswakhyuningsih, 2022; Sultana et al., 2023;
Yunaningsih et al., 2021).

Tabel 2. Prioritas Unsur SKM

NO PRIORITAS NILATL PROGRAM/S KETERANGAN
UNSUR KEGIATAN
1 Penanganan Aduan | 350 Memperbaik system | Mempereeg respon

duan dari

2 | Wakw Pelayanan | 3.85 | Memastikan jaringan di
Kemendapri lancer dan
blanko KTP ada

3 Produk Spesifikasi | 3.87 Sesuai aturan yang berlaku
Jenis Lavanan
4 Kualitas Sarana | 3.88 [ [; Ruangan
dan Mrasarana SArana prasarana Laktasi, Ruang tunggu
diperluas, pemberian seka
plastik atau kaca agar vdak
terjadi  kontak  langsung

dengan pemohos,

5 Prossdur 38T Spsuai SOP SOF dipasang di papan
Pelayanan pPengumuman untuk
memudahkan akses.
masyarakal
(] Persyaratan 382 Sesual  prosedur  dan | Persyaratan  dinkses  di
Pelayanan persyaratan  yang  telah [ media sosialweb agar bisa
ditetapkan dilihat eleh masyarakat
T Kompetensi 385 Penambahan pegawal | Penambahan priugas
Pelayanan sebagai petugas P yang
karena di Unit Pelayanan
Kecamatan Patl belum ada
petugas  pelayanan  yang
kompeten
8 Perilaku Pelaksana | 3.90 Pegawai  harus  menasi | Aduran perilako dan disiplin
aturan vang berlaku pegawal
9 Blaya/Tarlf 354 Sesusl peraturan yang telab | Pelayanan  Gratis  tanpa
(Gratis) blaya

Rencana tindak lanjut perbaikan SKM
menunjukkan  bahwa sarana  prasarana
menempati posisi ke-empat dari sembilan unsur
prioritas rencana tindak lanjut, vyaitu: 1)
penanganan aduan, 2) waktu pelayanan, 3)
produk spesifikasi jenis layanan, 4) kualitas
sarana dan prasarana, 5) prosedur pelayanan, 6)
persyaratan  pelayanan, 7)  kompetensi
pelayanan, 8) perilaku pelaksana, 9) biaya/tarif.
Peningkatan sarana dan prasarana penting untuk
mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik
bagi masyarakat. Laporan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) Semester | Tahun 2025
mencatat  kinerja unit pelayanan secara
keseluruhan tergolong sangat baik. Terdapat
catatan pada aspek kecepatan pelayanan dan
kelengkapan fasilitas (tangibles) yang perlu
ditingkatkan.

Keterbatasan sarana dan prasarana memicu
situasi pelayanan yang membingungkan.
Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014
mewajibkan  kepatuhan  prosedur  tanpa
penyimpangan (deviasi), tetapi keterbatasan
sarana  prasarana  mendorong  petugas
melakukan diskresi administratif (Aditio &
Finaldi, 2025; Yuliansyah & Pratama, 2025).
Diskreasi petugas membawa dampak positif
dalam mengatasi keterbatasan sarana dan
prasarana (tangibles). Masyarakat memaklumi
kekurangan sarana prasarana (tangibles) karena
merasa hak mereka untuk mendapatkan
pelayanan tetap terpenuhi oleh petugas (Aditio

& Finaldi, 2025). Kondisi ini menjelaskan
mengapa skor SKM tetap tinggi meskipun
sarana dan prasarana terbatas.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah
menjadi faktor utama yang membatasi inovasi
dalam pelayanan (Darmawan et al., 2025; Isik,
2025). Sejalan dengan arahan Presiden
Prabowo  Subianto yang  menekankan
penghematan anggaran belanja negara demi
mendukung keberlanjutan program unggulan
nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Realokasi dan efisiensi anggaran tersebut
berdampak ke instansi pelayanan di tingkat
kecamatan (Budiman et al., 2025; Wika, 2025).
Kebijakan makro ini penyebab terhambatnya
pengadaan sarana  prasarana  penunjang
pelayanan publik di daerah (Farnul et al.,
2025).

Kantor Kecamatan Pati terdampak efisiensi
anggaran sehingga pengadaan sistem antrean
digital belum terealisasi (Darmawan et al.,
2025). Dana operasional yang sebelumnya
direncanakan untuk inovasi infrastruktur
pelayanan mengalami penyesuaian anggaran
guna mendukung prioritas nasional (Budiman et
al., 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya
dilema birokrasi. Instansi dituntut
meningkatkan ~ kinerja  digital,  namun
kemampuan anggaran terbatas akibat efisiensi
nasional (Patulak et al., 2025).

Laporan SKM 2025 merekomendasikan
peningkatan sarana pengaduan digital dan
penambahan SDM yang mumpuni, namun
realisasinya sering tertunda karena alasan
penghematan anggaran negara.  Inovasi
pelayanan berjalan lambat sehingga sistem
pelayanan yang optimal bagi masyarakat belum
terwujud (Mahpudin, 2022). Efisiensi anggaran
dimaknai sebagai keterbatasan dana dan
penghambat transformasi birokrasi menuju
pelayanan publik yang terintegrasi
(Waheduzzaman, 2026).

Diskresi dimaknai warga sebagai bentuk
kepedulian pelayanan (emphaty) (Hardiansyah,
2018). Diskresi adalah kewenangan pejabat
atau aparatur untuk mengambil keputusan
berdasarkan pertimbangan sendiri dalam situasi
tertentu, terutama ketika peraturan tidak
mengatur secara jelas atau tidak dapat
diterapkan secara langsung (Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan). Penelitian ini mengungkapkan
bahwa masyarakat harus datang kembali ke
Kantor Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk
menyelesaikan satu jenis layanan. Pelayanan
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efektif adalah pelayanan yang tuntas dalam satu
proses (one-stop service) (Suhartoyo, 2019).
Kunjungan ulang tersebut menggeser persepsi
warga terhadap efisiensi di kecamatan dan
menimbulkan  anggapan  bahwa  waktu
pelayanan belum efektif (Sururi, 2019).

Kepedulian petugas (emphaty), seperti
mendampingi lansia dan memberikan arahan
saat sistem mengalami gangguan, dipersepsikan
sebagai bentuk nyata kualitas pelayanan.
Petugas pelayanan juga menangani pendaftaran
Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi
lansia yang tidak memiliki gawai. Petugas
melakukan diskresi untuk  menyesuaikan
pelayanan agar tetap optimal dan dapat diakses
olen masyarakat yang memiliki keterbatasan
(Aditio & Finaldi, 2025). Tindakan tersebut
menunjukkan pelayanan publik tidak hanya
berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada
keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan
masyarakat (Galang, 2022).

Petugas menyesuaikan SOP terhadap
kondisi lapangan dengan membantu registrasi
lebih  dari satu akun pada gawai
pendampingnya,  meskipun  bertentangan
dengan ketentuan satu akun untuk satu identitas
e-KTP sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun
2022. Diskresi dimaknai sebagai bentuk
pengabdian dan kepedulian (emphaty) dalam
pelayanan (Putri et al., 2025). Langkah tersebut
diambil agar pelayanan tetap berjalan, terutama
bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan
akses teknologi (Aditio & Finaldi, 2025).

Masyarakat pengguna layanan di Kantor
Kecamatan Pati merasa nyaman dan aman
(assurance) selama proses pelayanan. Persepsi
ini menunjukan  kepercayaan terhadap
intregritas petugas (Nurjannah & Syamsir,
2022). Sikap ramah dan informatif petugas
memperkuat rasa aman (assurance) (Subhekti
et al., 2025). Petugas juga memberikan arahan
yang jelas saat persyaratan belum lengkap,
sehingga masyarakat tidak kebingungan.
Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan dan
kepastian bahwa pelayanan akan terselesaikan
dengan baik (Subhekti et al., 2025).

Jaminan rasa nyaman (assurance) dimaknai
sebagai rasa tenang (Caniago, 2022).
Masyarakat merasa aman bahwa berkas akan
selesai meskipun harus menunggu, karena
adanya kepercayaan kepada petugas (Umar et
al., 2025). Kehadiran dan sikap ramah petugas
memberikan rasa aman serta perlindungan hak
layanan masyarakat (Aisah, 2025; Nugroho &
Agustin, 2025). Selaras dengan penelitian yang

menunjukkan dimensi assurance berperan
penting dalam membangun rasa aman, nyaman
dan kepercayaan masyarakat (Junaidi et al.,
2023; Rulianti & Nurpribadi, 2024).

Berbeda dengan tiga dimensi SERVQUAL
lainnya, daya tanggap (responsiveness) dan
keandalan (reliability) belum dimaknai secara
mendalam oleh pengguna layanan, sehingga
tidak berperan dominan pada kualitas layanan
(Alfiani et al., 2025). Masyarakat cenderung
tidak mempermasalahkan kurang tanggapnya
petugas (responsiveness) (Alfiani et al., 2025).
Dimensi responsiveness belum menjadi standar
evaluatif dalam penilaian kualitas pelayanan

reliability. Selama hasil layanan sesuai

kebutuhan, masyarakat tidak
mempermasalahkan ketidakkonsistenan
prosedur.

Penelitian ini menunjukkan masyarakat
memiliki tingkat ekspektasi relatif rendah
terhadap kualitas pelayanan publik. Dimensi
reliability dan responsiveness belum dianggap
sebagai aspek utama, meskipun dalam teori
keduanya menjadi dimensi penting dalam
penilaian kualitas pelayanan (Lestari & Utomo,
2024; Nazalini et al.,, 2022; Putri & Annisa
Putri, 2025). Pengguna layanan yang harus
datang kembali ke kantor kecamatan untuk
menyelesaikan satu jenis layanan lebih
mementingkaan layanannya selesai, dan
mengabaikan prosesnya. Hal ini memunculkan
sikap pasif masyarakat untuk menerima
pelayanan apa adanya (Febriyanti, 2025).
Kondisi ini juga menunjukkan adanya
kesenjangan teori kualitas pelayanan dengan
realita yang terjadi di lapangan. Teori kualitas
pelayanan SERVQUAL menjadikan
responsiveness dan reliability sebagai dimensi
utama, namun dalam pengalaman langsung
masyarakat (lived experience), keduanya tidak
dimaknai secara dominan. Fenomena ini
menunjukkan bahwa pendekatan
fenomenologis efektif dalam memahami
perspektif masyarakat secara lebih mendalam,
sehingga mampu mengungkap makna terkait
kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Standar
Pelayanan di Kantor Kecamatan Pati telah
memperoleh nilai SKM yang tinggi. Kondisi
lapangan justru memperlihatkan adanya
kesenjangan antara standar pelayanan dengan
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pengalaman masyarakat. Keterbatasan sarana
dan prasarana (tangibles) menyebabkan
pelayanan belum berjalan secara efektif dan
efisien, ditandai dengan antrean yang belum
jelas urutannya, keterlambatan layanan, serta
pengguna layanan yang harus datang kembali
untuk menyelesaikan satu jenis layanan.

Petugas  melakukan  diskresi  untuk
menyesuaikan kondisi lapangan. Diskresi
tersebut dimaknai positif sebagai bentuk
kepedulian. Dimensi assurance dan emphaty
menjadi faktor utama dalam membentuk
persepsi kualitas pelayanan. Dimensi reliability
dan responsiveness tidak dimaknai secara
dominan. Masyarakat lebih menekankan pada
hasil akhir dibandingkan proses, sehingga
menunjukkan rendahnya ekspektasi terhadap
kualitas pelayanan.

Kantor Kecamatan Pati perlu meningkatkan
sarana dan prasarana pelayanan, terutama
melalui penyediaan sistem antrean dan fasilitas
pendukung yang memadai. Integrasi pelayanan,
yaitu penyatuan proses layanan dalam satu alur,
perlu diperkuat agar pelayanan tidak terpisah
dan berulang. Upaya ini dapat dilakukan
melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), yaitu sistem pelayanan yang
mengintegrasikan seluruh proses dalam satu
pintu sehingga masyarakat tidak perlu
berpindah-pindah  dan  layanan  dapat
diselesaikan lebih efektif dan efisien. Dukungan
pemerintah melalui alokasi anggaran yang
memadai  diperlukan  untuk  menunjang
peningkatan kualitas pelayanan secara optimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada
jumlah informan yang terbatas serta fokus pada
satu lokasi penelitian, sehingga hasilnya belum
dapat mewakili kondisi secara luas. Penelitian
selanjutnya diharapkan dapat melibatkan
informan yang lebih beragam dan mencakup
lebih dari satu lokasi penelitian, sehingga data
memberikan gambaran yang lebih
komprehensif.
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